WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN PARIPURNA TANDA AMAN CALON PENGANTIN
YANG AKAN MENIKAH DI KOTA GORONTALO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA GORONTALO,

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat khususnya Kesehatan ibu dan anak serta
mendukung terlaksananya bimbingan pranikah yang baik
perlu dilaksanakan upaya kesehatan secara promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui layanan
paripurna Tanda Aman Calon Pengantin yang akan
menikah;

bahwa agar layanan paripurna Tanda Aman Calon
Pengantin yang Akan Menikah terlaksana secara
menyeluruh  dan  efektif perlu diatur pedoman

pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Walikota Gorontalo tentang Pedoman Layanan Paripurna
Tanda Aman Calon Pengantin Yang Akan Menikah di Kota
Gorontalo;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Undonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 29;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa
Hamil, Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan
Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan

Seksual,

PERANGKAT | KABAG
DAERAH HUKUM ASISITEN SEKDA

%% ?4‘/ r



w8

10. Peraturar. Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

Memperhatikan : Instruksi bersama DIRJEN BIMAS Islam dan

Urusan Haji Departemen Agama dan DIRJEN P2PM
dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 tahun 1989 dan
Nomor 162-1/PD.03.04/EI tentang Imunisasi Tetanus Toxoid

bagi Calon Pengantin Perempuan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN LAYANAN

PARIPURNA TANDA AMAN CALON PENGANTIN YANG AKAN
MENIKAH DI KOTA GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3

Daerah adalah Kota Gorontalo.
Walikota adalah Walikota Gorontalo.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.

Tanda Aman Calon Pengantin Yang Akan Menikah yang selanjutnya
disingkat Tancap Nikah adalah suatu gagasan program integrasi Lintas
Sektoral antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama berupa
pemberian Layanan Paripurna bagi Calon Pengantin (Catin) Laki-laki dan
Perempuan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan anak
melalui penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi

(AKB), yang bertujuan menuju Generasi Unggul.

Calon Pengantin adalah perempuan dan laki-laki usia dewasa muda yang
akan menikah dan berdomisili di Wilayah Kota Gorontalo.

Penghulu adalah Pegawai negeri sipil sebagai pencatat nikah yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak penuh oleh Menteri Agama
atau Pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk dan bimbingan pra

nikah menurut agama islam serta kegiatan kepenghuluan.
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10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

-

Paroki adalah komunitas kaum beriman yang dibentuk
secara tetap dengan Dbatas-batas kewilayahan tertentu dalam
Keuskupan (Gereja Partikular) yang bertanggung jawab dalam bimbingan
pra nikah.

Layanan Paripurna Tancap Nikah adalah Pemeriksaan kesehatan
berupa pemeriksaan fisik ,Laboratorium, Konseling Kesehatan
Reproduksi, serta pemberian Suntikan TT pada calon pengantin

perempuan.

Sertifikat Tancap Nikah adalah Bukti layanan Paripurna yang didapatkan
melalui layanan kesehatan di Puskesmas , bimbingan pra Nikah oleh
Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah Kota
Gorontalo, bimbingan pra nikah oleh Pendeta bagi yang beragama Kristen,
Budha dan Katholik dan sudah tercatat di Kantor Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Anamnesis adalah Suatu teknik pemeriksaan yang dilakukan lewat suatu
percakapan antara tenaga kesehatan dengan pasiennya secara langsung
atau dengan orang lain yang mengetahui tentang kondisi pasien, untuk

mendapatkan data pasien beserta permasalahan medisnya.

Pemeriksaan Fisik adalah Sebuah proses dari seorang tenaga kesehatan

dalam memeriksa tubuh untuk menemukan tanda klinis penyakit

Pemeriksaan Golongan darah adalah untuk mengetahui klasifikasi darah
dari suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen
warisan pada permukaan membrane sel darah merah dan untuk persiapan

donor darah disaat hamil dan melahirkan nanti.

Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual Adalah untuk mengetahui faktor

resiko pajanan infeksi dan identifikasi pasangan.

Pemeriksaan Gula Darah adalah untuk mengetahui faktor resiko dan
identifikasi gejala Diabetes Melitus.

Pemeriksaan HIV adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui
apakah pasien terinfeksi human immunodeficiency virus dengan

menggunakan darah untuk pemeriksaan.

Suntikan TT adalah tindakan memasukkan racun tetanus yang telah

dinonaktifkan.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mekanisme

penyelenggaraan layanan paripurna Tancap Nikah dalam aspek meningkatkan

Derajat Kesehatan Masyarakat khususnya Kesehatan Ibu dan Anak dan

Percepatan penurunan Kematian Ibu dan Anak melalui Upaya Promotif,

Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif dengan menitikberatkan pada pendekatan ke

hulu.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

a.

(1)

(2)

(3)

sebagai dasar pemberian layanan pemeriksaan Kesehatan, Konseling
Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin serta Suntikan TT bagi calon
pengantin perempuan di Ruang Layanan Tancap Nikah di Puskesmas Kota

Gorontalo.

sebagai dasar dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor
Urusan Agama (KUA) bagi calon pengantin yang beragama muslim,
Gereja dan Vihara bagi calon pengantin yang beragama non

muslim.

BAB III
TEMPAT PELAYANAN DAN PELAKSANA LAYANAN

Pasal 4

Pelayanan paripurna Tancap Nikah wuntuk pemeriksaan kesehatan

dilaksanakan di seluruh Puskesmas di Kota Gorontalo.

Pelayanan paripurna Tancap Nikah untuk bimbingan pranikah bagi Calon
Pengantin Muslim dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
di Kota Gorontalo dan bagi Calon Pengantin Non Muslim dilaksanakan

di Gereja atau Vihara.

Pelayanan paripurna Tancap Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur masing-masing

yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
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Pasal 5

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan
oleh Dokter, Bidan, Perawat, Analis Laboratorium dan Tenaga Kesehatan

lainnya.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilaksanakan
oleh Penghulu, Pendeta dan Dewan Paroki.

(3) Pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Puskesmas.

BAB IV
PROSEDUR LAYANAN
Pasal 6
Prosedur layanan Tancap Nikah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 7

Calon pengantin yang telah melaksanakan layanan Tancap Nikah wajib

memperoleh sertifikat.

Pasal 8
Hasil pemeriksaan kesehatan dari calon pengantin tidak akan mempengaruhi

proses Perkawinan.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Dalam melaksanakan layanan Tancap Nikah, Dinas memiliki tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

a. menyiapkan ruang layanan Tancap Nikah di Puskesmas;
b. menyiapkan logistik untuk pemeriksaan;

c. menyiapkan format sertifikat Tancap Nikah;

d. mendistribusikan logistik ke Puskesmas;

e. mendistribusikan sertifikat Tancap Nikah ke Puskesmas;
f. menyiapkan Format Laporan pelayanan Tancap Nikah;

g. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Layanan Tancap Nikah,;
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h.

-

menindaklanjuti Calon Pengantin yang terdeteksi adanya

kelainan/penyakit;

menjaga kerahasiaan dalam layanan Tancap Nikah.

Pasal 10

Dalamm melaksanakan layanan Tancap Nikah, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Gorontalo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:

a.

menerirna Surat Keterangan bukti layanan kesehatan Tancap Nikah dari

Puskesmas;
mengisi Lembaran Sertifikat Tancap Nikah;
mengisi format registrasi yang sudah disiapkan Dinas;

menyerahkan sertifikat Tancap Nikah pada Calon Pengantin.

Pasal 11

Dalam melaksanakan layanan Tancap Nikah, Puskesmas memiliki tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

a.

melakukan koordinasi pelaksanaan Tancap Nikah dengan masyarakat di

wilayah kerja;

menyiapkan tenaga teknis yang akan memberikan layanan pemeriksaan

fisik dan laboratorium, konseling Kespro dan Suntikan TT;

memberikan layanan kesehatan yang paripurna kepada Calon Pengantin

sesuai Dengan Petunjuk Teknis dan SOP yang ada.

memberikan Surat Keterangan telah menjalani layanan Tancap Nikah pada
Calon pengantin yang kemudian menjadi persyaratan untuk mendapatkan

sertifikat Tancap Nikah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan layanan Tancap Nikah, Camat memiliki tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

a.

b.

menyiapkan data calon pengantin yang ada di wilayah kerjanya,

mensosialisasikan layanan Tancap Nikah pada masyarakat yang ada

di wilayah kerjanya;

melaksanakan SOP Tancap Nikah yang telah dibuat oleh Puskesmas;
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il
d. melakukan Monitoring dan Evaluasi pada jaringannya dalarn pelaksanaan
layanan Tancap Nikah diwilayahnya.
BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Setiap layanan yang diberikan kepada calon pengantin tidak dibebankan biaya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 ®extir 2017
WALIKOTA GORONTALO

h_—

MAPRAEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
§ ) t ¢l 3 o 20 1 7
H KOTA GORONTALO,

pada tanggal 27 3
SEKRETARIS DA

MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR °°
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN PARIPURNA TANDA AMAN CALON
PENGANTIN YANG AKAN MENIKAH DI KOTA GORONTALO

A. Pendaftaran Calon Pengantin

L.

2.

Pasangan calon pengantin mendatangi kantor Kelurahan untuk mengisi
form N1 dan N2.

Mendapatkan surat pengantar layanan paripurna TANCAP NIKAH di

Puskesmas yang berlokasi di tempat domisili pasangan pengantin.

B. Pelayanan Calon Pengantin di Puskesmas

1.

Petugas loket menerima surat pengantar dari kelurahan yang di bawa

oleh calon pengantin

Petugas loket mengisi data calon pengantin pada kartu kunjungan
pasien yang ada di puskesmas

Petugas loket membawa kartu calon pengantin kemudian di serahkan

ke petugas layanan Tancap Nikah

Petugas layanan Tancap Nikah memanggil calon pengantin untuk

kemudian di layani di ruangan Tancap Nikah

Petugas Layanan Tancap Nikah melakukan pemeriksaan tanda-tanda
vital yang meliputi:

- Pemeriksaan Tekanan Darah

- Pernafasan

- Denyut Nadi

Pemeriksaan Antropometri yang meliputi pemeriksaan :

- Tinggi Badan

- Berat Badan

- Lingkar perut

Petugas layanan Tancap Nikah melakukan Penapisan status imunisasi
Tetanus untuk mengetahui Waktu yang tepat untuk mendapatkan

vaksin TT yakni sekitar dua hingga enam bulan sebelum pernikahan.

Ini diperlukan agar tubuh memiliki waktu untuk membentuk anti bodi.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

-2 -
Pelayanan Tancap Nikah memberikan pengantar permintaan
pemeriksaan laboratorium kepada pasangan calon pengantin.

Pasangan calon pengantin menyerahkan surat pengantar kepada

petugas laboratorium puskesmas.

Petugas laboratorium puskesmas melakukan pengambilar sampel darah

kepada kedua calon pengantin.

Petugas laboratorium puskesmas melakukan pemeriksaan darah untuk

mendapatkan :

]

Jenis Golongan Darah
- Kadar Haemoglobin
- Pemeriksaan Gula Darah Sesaat (GDS)

Infeksi menular seksual (IMS)

- HIV

Hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan oleh petugas laboratorium

kepada petugas layanan Tancap Nikah.

Pasangan calon pengantin setelah menjalani pemeriksaan laboratorium

puskesmas kembali ke ruang Tancap Nikah.

Petugas layanan Tancap Nikah memberikan konseling kepada pasangan
calon pengantin berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan

pengetahuan seputar kesehatan reproduksi.

Apabila terdapat masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil
pemeriksaan laboratorium maka petugas layanan Tancap Nikah akan
memberikan rujukan internal kepada pasangan calon pengantin untuk

mendapatkan konsultasi klinik sesuai dengan masalah yang ada.

Setelah calon pengantin mendapatkan konseling di ruangan Tancap
Nikah selanjutnya calon pengantin wanita diberikan pengantar untuk

mendapatkan layanan suntikan anti Toksoid di ruangan imunisasi.

Petugas imunisasi melakukan suntikan anti toksoid yang di awali
dengan pemberian informasi seputar manfaat dari suntikan anti toksoid

serta penandatanganan persetujuan tindakan (informed concent)

Selesai di lakukan imunisasi anti toksoid petugas menyerahkan kartu
imunisasi kepada calon pengantin wanita sebagai bukti telah

mendpatkan suntikan anti Toksoid dan jadwal suntikan berikutnya.
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19. Calon pengantin wanita kembali ke ruang layanan Tancap Nikah.

20. Petugas layanan Tancap Nikah selanjutkan memberikan surat

keterangan telah mendapatkan layanan paripurna Tancap Nikah kepada
pasangan calon pengantin untuk kemudian di serahkan ke KUA (bagi
pasangan calon pengantin muslim) dan Dukcapil (bagi pasangan calon

pengantin non muslim).

Pelayanan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

L.

Calon pengantin menverahkan surat keterangan telah mendapatkan

layanan Tancap Nikah dari puskesmas kepada petugas pencatat di KUA
Calon pengantin mendapatkan bimbingan pra nikah oleh penghulu
Calon pengantin menyelesaikan administrasi pernikahan

Selesai semua persayaratan administrasi pernikahan selesai maka
penghulu dan kepala KUA akan melakukan ijab kabul kepada calon

pengantin di Kantor KUA kecamatan.

Setelah Ijab kabul Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan akan
menyerahan Sertifikat Tancap Nikah kepada pasangan pengantin
sebagai bukti Tanda Aman pada Calon Pengantin dalam mengarungi
rumah tangga dengan Sakinah, Mawaddah Warohmah serta sehat fisik
untuk persiapan generasi yang unggul dan berkualitas.

WALIKOTA GORONTALO,

k-

ARTEAN A. TAHA
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Nomor

Tanggal

Perihal : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PROGRAM
TANCAP NIKAH MENUJU GENERASU UNGGUL DI KOTA
GORONTALO

NO PENGELOLA : DINAS KESEHATAN

1. KEPALA BIDANG PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT

2. KEPALA DINAS KESEHATAN : N\% .

4. SEKRETARIS KOTA

3. ASISTEN PEMERINTAHAN : /

CATATAN :




